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Abstrak
 

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan

organisasi-organisasi lainnya. Organisasi ini memiliki kultur yang khas, yakni budaya ketaatan para santri

(anggota NU) kepada para kiai yang merupakan elit-elit di NU. Budaya itu, terbangun di lingkungan

pesantren, di mana para kiai diposisikan sebagai patron yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang

sangat tinggi.

 

Ketika kultur itu diterapkan di lingkungan pesantren, interaksi sosial yang terbangun adalah interaksi sosial

yang diwarnai ketaatan dan penghormatan yang begitu tinggi dari pada santri kepada kiai dan keluarga kiai.

Namun, ketika kultur itu diterapkan di luar pesantren, khususnya di partai politik, kuitur semacam itu

menimbulkan berbagai konflik politik.

 

Di lingkungan NU, frekuensi konflik sangat tinggi. Tercatat, ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi

pada 1952, konflik politik seperti itu telah muncul. Suasana seperti itu juga terjadi ketika NU masih aktif

berfusi di PPP (1973-1984), kembali ke khittah (1984), serta pasta pemerintahan Orde Baru saat ini (1998-

2003).

 

Fenomena di NU itu merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif: Di satu sisi (ketflca diterapkan di

pesantren) melahirkan suasana yang serba patuh, namun di sisi lain (ketika diterapkan di partai politik)

melahirkan konflik politik yang berkepanjangan. Kondisi itu, semakin menarik karena dalam berpolitik,

dengan menggunakan kaidah usul fiqih, NU semestinya bisa sangat konpromistis.

 

Dalam kaidah usul fiqih itu, ada beberapa prinsip hukum yang memungkinkan tiap politik warga NU sangat

lentur dan fleksibel. Sehingga, tidak jarang muncul penilaian, dalam berpolitik, NU oportunis. Namun, fakta

di lapangan menunjukkan, hal itu tidak berlaku di internal NU. Ketika bersentuhan dengan politik, warga

NU, khususnya para elitnya selalu terlibat dalam konflik politik.

 

Jadi, pertanyaan yang muncul; mengapa NU selalu dilanda konflik politik?

 

Guna meneliti fenomena tersebut, penelitian menggumakan metode analisis proses terhadap konfhk-konflik

yang terjadi di NU. Metode ini masuk pada paradigma kualitati£ Untuk memperoleh data-data mengenai

konflik di NU 1952-2003, digunakan studi dokumen, wawancara dan pengamatan.

 

Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik, teori kepemimpinan kharismatik dan teori elit.

Dari penelitian ini, ditemukan beberapa temuan penting. Di antaranya;
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- Dalam berpolitik, warga NU selalu menggunakan standar ganda. Satu sisi berpijak pada kultur yang ada di

pesantren. Namun, di sisi lain, menerapkan mekanisme politik modem yang . demokratis. Penggunakan

standar ganda ini juga tercermin dengan struktur organisasi di NU, yakni adanya syuriah/syura dan

tanfdziyah/tanfidz. Hal itu memungkinkan terjadinya konflik di antara mereka. Sebab, masing-masing pihak

memiliki pembenaran sendiri-sendiri.

 

-Kaidah usul fiqih yang memungkinkan sikap politik yang lentur dan kompromistis, ternyata lebih banyak

digunakan ketika NU secara institusional menghadapi persoalan dengan pemerintah yang berkuasa. Namun,

ketika menghadapi persoalan di internal NU, hal itu jarang digunakan acuan. Pada bebarapa kasus, memang

digunakan. Akan tetapi, kecenderungannya bukan untuk merumuskan format konsensus, melainlcan untuk

mencari pembenaran dan legitimasi keagamaan.

 

- Dalam berpolitik, budaya patronase selalu diterapkan. Para santri yang menjadi pengikut, selalu dijadikan

instrumen bargaining politik. Tokoh NU yang memiliki pengikut (santri) yang besar, kendati tidak memiliki

skill politik yang memadai, selalu menuntut peran politik yang besar. Ketika peran itu tidak terpenuhi,

mereka akan melakukan penarikan dukungan atau sabotase politik, seperti upaya pendongkelan.

 

- Terkait dengan upaya mempertahankan patronase, elit NU cenderung menutup terhadap munculnya patron

baru di lingkungan NU. Hal ini terjadi, baik tatkala masih berada di lingkungan pesantren atau setelah di

luar pesantren. Kondisi itu, akhirnya menimbulkan konflik antara tokoh yang sudah merasa layak menjadi

patron baru dengan patron sebelumnya.

 

Semua fenoma di atas, terjadi karena pada dasarnya, dalam berpolitik warga NU memiliki motivasi yang

lama dengan para politisi lainnya, yakni, mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Ketulusan dan

keikhlasan yang terbangun di lingkungan pesantren, memudar ketika tokoh tersebut telah masuk ke arena

politik praktis. Hanya, perubahan itu tetap berusaha disembunyikan dengan membungkusnya dengan

legitimasi agama. Karena itu, dalam penelitian ini disimpulkan, ketika warga NU masih terus menerapkan

budaya politik yang dipraktekkan selama ini, maka konflik politik di NU sangat sulit dihindarkan.

 

Dengan demikian, untuk meminimalisir konflik tersebut, mutlak dilakukan perubahan budaya politik di

lingkungan NU: Warga NU, harus bisa membuat garis yang tegas, antara sebagai anggota NU dengan

sebagai anggota partai politik. Norma dan etika yang dipegang NU, bisa saja diimplimentasikan dalam

bentuk perilaku politik warga NU. Namun, dalam hal-hal tertentu, khususnya ketika terjadi konflik,

mekanisme organisasi politik modern, harus dijadikan acuan bersama. Sikap penggunaaan standar ganda,

harus secepatnya ditinggalkan.


